PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2021

Menimbang :

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ \\2 /Kpts/BPT-PSIZOIQ

a.

BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuali
dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

mendapat perlindungan dari
diskriminasi;

serta
kekerasan dan

bahwa untuk menjamin

terpenuhinya hak anak
diperlukan upaya yang

sungguh-sungguh  dari
Pemerintah Daerah melalui pengembangan Kabupaten

Layak Anak untuk memasyarakatkan serta mendukung
kebijakan Kabupaten Layak Anak, maka perlu dibentuk

gugus tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir
Selatan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,

bahwa gugus tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

bghwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang
Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Di
Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tah

un 2019 ]
Dengan 2021; ——
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. ! UndangUndang Nomor 12 Tahun 1956

tentang

Pem‘:entukan Daerah  Otonom Kabupaten Dalaﬂk:
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tcnggé
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19

Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor . Tahur71
1957 (Lcmbaran Negara Rep‘l..lbllk Indonesia Tahun 1928
Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Talaun 15

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195.8
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

:‘:rx;or 95, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
19);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

j '_ Periml?angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




Nomor 21 Tahun 2007 “’““"”g

el e Tindak Pidana Perdaga ngan ; -
Republik Indonesia Tahun 200_
I 95, Tambahan Lembaran Negard Republik
o Hm:- 4720),

s e
P
|
# J- .

‘Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
nesia Nomor 4928),

-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
; H ng Kependudukan dan - Pcmt?angunan
uarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
)9 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
mesia Nomor 5080);

wdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
| vsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

elah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
~ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
In a Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

* Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
~ Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
h Republik Indonesia Nomor 5601);

| Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
olaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
¢ Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
1 Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
caraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
epublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan
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-;f n Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentar®
o 1 dan Pengawasan Pelenggaraan Pemertt
ﬂ-mm Negara Republik Indonesia Tahun
Rm 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
donesia Nomor 604 1);

.

t " Pemerintah Nomor 43 Tahun 201
aan Restitusi Bagi Anak Yang Menja

. Pidana (Lembaran Negara Republik
Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran
yublik Indonesia Nomor 6131);

turan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang

«- slaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara

~ Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan
'Lemhamn Negara Republik Indonesia Nomor 6132);

Kﬁp‘umsan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Kmmnal Hak Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan
Wulita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerabh;

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
mr- dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang
| _-_ﬂ Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
da.n Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang
":-.'_a:; Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam

“..; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
':" ~ dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
e Kebljakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

'i":,‘“' 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
| dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Endlkator Kabupaten/Kota Layak Anak;

_Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Pnnduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

m Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang
mduan evaluasi Kabupaten Layak/Kota Layak Anak;

). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
fp ‘dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
MmuthDathemnNomanOTahungols
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Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomf’;ai
nul 2917 Tentang Pemberdayaan Perempuan
-""’L*”"“**‘ Anak:

‘raturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50T
j.’_ﬁé-_j'*ai Kebijakan Pengembangan Kabupal€

shun 2017
n Layak

ran Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016

. Kedudukan Susunan Orgamsam Tugas Poktc,::;
Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jr;lbad
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dafi

| hentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di
i;nfj’;fj':ia-: en Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai
1 2021, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
zan dari Keputusan Bupati ini;

8 L s Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir
S § e mempunyai tugas-tugas, sebagaimana tercantum
dala lampiran dan merupakan bagian yang tidak
zan dari Keputusan Bupati ini;

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas
~ Kabupaten Layak Anak menganut azas kesetaraan,
ik samaan dan demokrasi serta dapat mengadakan
- hubungan kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat,
-If,-;-,-f_-énu: usaha, media massa, perguruan tinggi dan instansi

- lain yang dianggap perlu.
- Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya

2 i--'-.:'.i; ep msan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

ﬂ elanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada masing -
Omsasn Perangkat Daerah.
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